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PUTUSAN

Nomor 3407/Pdt.G/2024/PA.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sidoarjo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD,

tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal

ini memberikan kuasa kepada Indra Bayu, S.H., M.H. dan

Sigit  Widodo,  S.H.  serta  Pandu  Adie  Wijaya,  S.H.

Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan pada kantor

Advokat  “INDRA  BAYU,  S.H.,  M.H.  &  ASSOCIATES”

beralamat  di  Sumput  No.150  Rt.05  Rw.02  Sidoarjo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September

2024,  dan  telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Nomor

3255/kuasa/9/2024/PA.Sda Tanggal  03 September 2024,

sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD,

tempat  kediaman  di  Dahulu  XXXX  Kabupaten  Sidoarjo

Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah indonesia,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

   Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 September 2024

mengajukan  permohonan  cerai  talak,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sidoarjo,  Nomor  3407/Pdt.G/2024/PA.Sda  tanggal  03

September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:  
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam

pada  tanggal  05  Juli  2010,  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kecamatan  Wedung  Kabupaten  Demak  sebagaimana  terbukti  dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXtanggal 05 Juli 2010;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di

rumah Pemohon XXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa  selama  perkawinan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  sudah

melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang

bernama:

- ANAK 1, NIK XXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 02 Desember 2010;

anak tersebut ikut Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  mulai  muncul  disebabkan

karena:

-   Termohon cemburu tidak jelas;

-   Termohon tidak peduli suami;

5. Bahwa  pada  bulan  Juni  2022  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, sejak

saat  itu  juga  Termohon  pergi  tanpa  diketahui  keberadaannya,  antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama  + 2 Tahun;

6. Bahwa  Pemohon  sudah  berupaya  mencari  baik  di  rumah  orang  tua

Termohon maupun di tempat lain tetapi tidak diketemukan dan Temohon

juga pergi tanpa pamit, tidak pernah mengirim kabar keberadaannya;

7. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan

Termohon  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk  membentuk  rumah tangga yang sakinah,  mawaddah

dan  warahmah  sudah  sulit  dipertahankan  lagi,  dan  karenanya  agar

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

agama  maka  perceraian  merupakan  alternative  terakhir  untuk
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menyelesaikan  permasalahan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan

Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul  akibat

permohonan cerai tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan

Agama Sidoarjo,  untuk  berkenan memanggil  dan memeriksa  Pemohon

dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sidoarjo  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya.               

Bahwa  Pemohon  dalam  perkara  ini  memberi  kuasa  kepada  Indra

Bayu,  S.H.,  M.H.  dan Sigit  Widodo,  S.H.  serta Pandu Adie Wijaya,  S.H.

Advokat  &  Konsultan  Hukum,  berkedudukan  pada  kantor  Advokat  “INDRA

BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES” beralamat di Sumput No.150 Rt.05 Rw.02

Sidoarjo,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  Tanggal  02  September  2024,

setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat

kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

tanggal  09 September 2024 dan  tanggal 09 Oktober 2024  yang dibacakan di

persidangan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah;
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Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon  atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  pemohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1.    Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah dari  KUA Kecamatan Wedung

Kabupaten Demak Provinsi  Jawa Tengah,  Nomor  Kutipan Akta  Nikah

Nomor: XXXXTanggal 05 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan

paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  dari  Kepala  Dinas

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  atas  nama

PEMOHONNomor XXXX tanggal  - Bukti  surat tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan

paraf Ketua Majelis; 

3. Fotokopi  Surat  Keterangan dari  Kepala Desa Keper atas

nama TERMOHON Nomor XXXX Tanggal 02 Agustus 2024.  Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Kabupaten  Sidoarjo,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah

tetangga Pemohon; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan

suami istri.

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  telah  hidup

bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah

Pemohon XXXX Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dengan  Termohon,  telah  dikaruniai

seorang anak bernama ANAK 1; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar

disebabkan Termohon sering cemburu tidak jelas serta Termohon tidak

peduli kepada Pemohon; 

- Bahwa  setelah  terjadi  pertengkaran,  kemudian  Termohon  pergi

meninggalkan  Pemohon,  hingga  sekarang  berpisah  tempat  tinggal

selama 2 tahun; 

- Bahwa selama pergi  Termohon tidak pernah pulang,  tidak kirim kabar,

dan tidak diketahui alamatnya.

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga

Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon.

- Bahwa  saksi  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  sabar

menunggu kedatangan Termohon, namun tdk berhasil.

Saksi 2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Kabupaten  Sidoarjo,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah

teman Pemohon; 

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan

suami istri.
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- Bahwa setelah  menikah Pemohon dengan Termohon tinggal  di  rumah

Pemohon;

- Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dengan  Termohon,  telah  dikaruniai

seorang anak bernama ANAK 1; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar

disebabkan Termohon tidak peduli kepada Pemohon;  

- Bahwa setelah  terjadi  pertengkaran,  kemudian  sejak  bulan  Juni  2022,

Termohon pergi tanpa diketahui keberadaannya;

- Bahwa selama pergi  Termohon tidak pernah pulang,  tidak kirim kabar,

dan tidak diketahui alamatnya.

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga

Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon.

- Bahwa  saksi  sudah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  sabar

menunggu  kedatangan  Termohon,  namun  tdk  berhasil.Bahwa  Pemohon

menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya  sebagaimana  tertuang  dalam  berita

acara sidang;

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah

sebagaimana  terurai di atas;

        Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada

Indra Bayu, S.H.,  M.H. dan Sigit  Widodo, S.H. serta Pandu Adie Wijaya,

S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan pada kantor Advokat “INDRA

BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES” beralamat di Sumput No.150 Rt.05 Rw.02

Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September 2024

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut,  ternyata  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  surat  kuasa,   maka  Majelis  Hakim
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berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

   Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah  beragama

Islam  dan  bertempat  tinggal   di  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo  maka  sesuai

dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No

50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan

oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130

HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor  50 Tahun 2009, namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  125 ayat  (1)  HIR,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan

pendapat ahli  fiqih yang diambil  alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Kitab Ahkamul Qur’an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

Artinya;  “Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
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dan gugurlah haknya”;

Menimbang,  bahwa  selain  itu  di  dalam  Kitab  Tuhfah  I  halaman  164

menyebutkan bahwa :

Artinya :  “Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti”

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  sering  terjadi

pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu tidak jelas serta Termohon

tidak peduli kepada Pemohon

Menimbang,  bahwa meskipun  Termohon  tidak  hadir  dan tidak  dapat

didengar  jawabannya,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,  maka

Pemohon  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

melangsungkan perkawinan,  sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil  dan  materiil,  oleh  karena  itu  bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

an.  Pemohon,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  berupa  fotokopi  Surat  Keterangan,

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  kondisi  Termohon   yang  sudah  tidak

diketahui  kebertadaannya,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat
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formil  dan  materiil,  oleh  karena  itu  bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  oleh  Pemohon

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah

menerangkan  mengenai  ketidakharmonisan Pemohon dan  Termohon adalah

fakta  yang  hanya  diketahuinya  langsung,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah

merupakan  orang-orang  yang  dekat  dengan  kedua  belah  pihak,  saksi-saksi

telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo

Pasal  1911  KUH Perdata)  dan   diyakini  bahwa saksi-saksi  tersebut  adalah

mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,  dan

keterangannya saling bersesuaian  (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH

Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh

karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  Pemohon,  serta

keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai

seorang anak bernama ANAK 1;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering

cemburu tidak jelas serta Termohon tidak peduli kepada Pemohon;

3. Bahwa  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  hingga  saat  ini

kurang lebih 2 tahun;

4. Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar

dan tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari dan ditanyakan

kepada keluarganya;

5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati  Pemohon agar  sabar

menuggu Termohon, tetapi tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  sebagai  suami  istri  keduanya  sering  berselisih  dan

bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara

Pemohon dan Termohon seringnya terjadi  perselisihan dan pertengkaran

yang  terus  menerus  dan  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama  2  tahun,

dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui

keberadaannya; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat

(2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo Pasal  19  huruf   (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam 

1. Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya  “Dan  jika  mereka  ber’azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil

alih sebagai pendapat Majelis  berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib

(menghilang)  dari  suatu  daerah  atau  dari  suatu  Majelis  sepanjang  telah

memenuhi syarat-syarat pembuktian“ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas  Majelis  Hakim  berpendapat  permohonan  Pemohon  telah  terbukti

beralasan maka petitum pemohonan Pemohon mengenai  izin  mengucapkan

talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

dapat dikabulkan dengan putusan Verstek; 
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara  a quo  masuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi  izin  kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  satu roj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari  Senin  tanggal  13  Januari  2025  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  13

Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai  Ketua Majelis,

Drs.  Abd.  Rauf  dan  Drs.  Muhlis,  S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  Hakim-Hakim

Anggota  dan  dibantu  oleh  Afni  Vina  Afifah,  S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
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Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 510.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
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